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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan
Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada
pemerintahan Desa Tasik . Serai.. Kecamatan Talang Muandau Kabupaten
Bengkalis. Penelitian.ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini
yaitu Desa Tasik Serai tidak transparan dan akuntabel dalam hal akuntabilitas
hanya memenuhi sebagian indikator saja yaitu perencanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjavwahan. ‘Dalam pelaksanaan Desa Tasik Serai belum
sesuai dengan teori akuntabilitas dan teori transparansi. serta Permendagri No 20
Tahun 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran kas desa tidak dilakukan melalui
rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek dan tidak memiliki rekening
kas desa. Dalam hal transparansi Desa Tasik Serai sudah cukup transparan namun
ada aspek yang harus diperhatikan lagi yaitu, terdapat pada penyediaan media
informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan di desa tasik serai dalam hal
pengelolaan keuangan desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal
akuntabilitas di desa tasik serai tidak dapat dikatakan akuntabel karena tidak
memenuhi prinsip akuntansi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa.
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ABSTRACT

This study aims to determine accountability and transparency in
financial management in the government of Tasik Serai Village, Talang Muandau
District, Bengkalis Regency. The location of this research was conducted in the
government of Tasik Sekai Village, Talang Muandau Ristrict, Bengkalis Regency.
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BAB |
PENDAHULUAN

sistem

Republik

a juga harus
dengan aturan
yang berl > NE a emiliki tanggung

jawab unt an - sistem Keuangan akuntabilitas

masyarakat setempat berdasarka a masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6
Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa mendapatkan perubahan yang
signifikan dalam tata kelola pemerintahannya dan menjadi pedoman bagi
masyarakat serta perangkat desa untuk mengelola keuangan dan dapat

dipertanggungjawabkan.



Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan
desa. keuangan desa harus dikelola berdasarkan dengan asas-asas
transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Penerimaan desa terhadap peran penting dalam pengelolaan keuangan
desa otonom harus berkomitmen sepenuh hati demi manajemen keuangan yang
baik. Akibatnya, pemerintah_harus'herpegang pada tata pemerintahan yang baik
dan standar akuntabilitas. Pendapatan desa diperlukan dalam rangka mencapai
tujuan dalam pembangunan dan pembangunan Pengelolaan keuangan desa
seringkali merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan
daerah untuk membantu melaksanakan pemerintahan desa dan memperkuat
masyarakat pedesaan. Rencana pembangunan desa yang baik harus mengikuti apa
yang direncanakan, pemerintah kota berhak untuk diberitahu dan bertanggung
jawab atas kegiatan pembangunan desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 1 (satu) Pemerintahan desa
adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem _pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”. Pengelolaan
keuangan desa seringkali merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan
negara dan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan
penguatan masyarakat pedesaan., untuk itu diperlukan pendapatan desa agar

tercapainya tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Desa tidak wajib



membayar kembali pendapatan yang diterima dari desa, seperti uang yang
diterima melalui rekening desa yang menjadi haknya sepanjang tahun anggaran.

Tanpa pemerintahan desa yang efektif, siklus pengelolaan keuangan desa
tidak akan berjalan. Akuntabilitas adalah_salah satu komponen kunci dari tata
kelola yang baik (Good Governance). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk
memberikan informasi dan bertanggung jawab atas pencapaian atau kegagalan
tujuan organisasi untuk menghasilkan hasil yang telah ditentukan secara teratur
(Mardiasmo, -2012:46). Transparansi diperlukan selain tanggung jawab atas
penerapan tata kelola yang baik. Menurut Agus Dwijayanto (2015:80),
transparansi adalah memastikan bahwa publik memiliki akses yang mudah
terhadap informasi yang dapat dipercaya tentang pemerintah. Laporan keuangan
desa merupakan pertanggungjawaban satu arah berupa keterbukaan pemerintahan
desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya, publik yang didukung dengan
persyaratan transparansi. Kinerja keuangan pemerintah desa akan kuat jika
laporan keuangan disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Desa Tasik Serai merupakan salah satu pemukiman yang terletak di
Kecamatan Talang Muandau, «Kabupaten..Bengkalis Riau. Sebagian besar
penduduk Desa Tasik Serai adalah sebagai pekebun/petani. Dana Desa yang
diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.831.153.090 dengan rincian sebagai
berikut: Pendapatan transfer yang terdiri dari dana desa Rp. 941.815.000; Bagi
hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Rp. 33.572.306; Alokasi Dana Desa
Rp. 1.670.765.784; Bantuan keuangan dari Kabupaten Kota Rp. 100.000.000;

Bantuan keuangan dari provinsi Rp. 85.000.000.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tasik Serai bahwasanya

sekretaris Desa Tasik Serai telah mengoordinasikan penyusunan APBDes sesuai

dengan RKPDes setiap tahunnya. Musrengbang dihadiri oleh kepala desa,

pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Kepala Desa Tasik Serai sudah
menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kabupaten
Bengkalis. Namun Kepala Desa Tasik Serai tidak dapat menggabungkan semua
laporan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan (lampiran 2).
Pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa melalui laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diampaikan kepada
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bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran. Desa Tasik Serai sudah
menyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada camat setiap

akhir tahun anggaran.

grcapainya tujuan

dokumen

program yang dilakukan desa secara bertahap dan berkesinambungan harus

mampu mensukseskan Kkinerja desa agar dapat masuk dalam dokumen
perencanaan yang menjadi acuan dokumen RKP desa. Pertumbuhan Desa Tasik
Serai merupakan perpaduan dari tujuan bersama masyarakat, dan proses
perencanaan dilaksanakan secara menyelurh mulai dari tingkat Dusun, RT/RW,

hingga tingkat desa.
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Pada saat survei ke kantor Desa Tasik Serai peneliti juga melakukan

wawancara kepada bendahara desa mengenai RKP/musrengbangdes. Bagamaina

keterlibatan masyarakat tentang musrengbangdes serta susunan RKP Desa

kehadiran

65,00%.,

permendag ih t o ran d ﬂ.’ men RKPDesa
belum tersus ‘ ’

Unt

Q¢

saya lampirkan

rincian biaya
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berikut:

dan Belanja Desa

No Realisasi

1 Pendapatan tra .251.414 3.913.558.234
tahun 2019

2 Pendapatan transfer 2.831.153.090 2.829.264.213
tahun 2020

3 Belanja Desa tahun 4.759.555.697 4.202.020.100
2019

4 Belanja Desa tahun 3.270.499.922 3.157.559.300
2020

Sumber data: kantor desa tasik serai



Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang
dilakukan tentang bagaimana anggaran pembangunan desa apakah menurun atau
meningkat dari tahun sebelumnya atau tahun berlanjut, (AN) : mengatakan
pembangunan desa pada tahun_2019 _mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya yang diakibatkan pademi covid-19 yang melanda dunia, jadi
pembangunan desa pada tahup, 2019, banyaksterkendala. Sedangkan pada tahun
2020 (LN) dan (SR) : mengatakan karena masih dalam situasi wabah covid 19,
menjadikan beberapa pembangunan desa tidak berjalan secara maksimal. \Wabah
covid 19 ini menyebabkan program pembangunan desa jadi terhambat, Karena
ada dampak covid 19 dalam anggaran pembangunan desa dipotong untuk buat
dibuat kepentingan covid 19.

Adapun wawancara selanjutnya dari tokoh masyarakat tentang
“Bagaimana peran aparat;~pemerintah desa_tasik serai »dalam memberikan
informasi  mengenai akuntabilitas dan = transparansi pemerintah terhadap

pengelolaan keuangan desa”?, (SN) dan (MS) : mengatakan pemerintah desa tasik

serai tidak bisa dikatakan transparan sepenuhnya kepada masyarakat karena tidak
ada papan pengumuman didepan_kantor ‘desa tasik serai, keterbukaan keuangan
desa hanya bisa dilihat di link website desa tasik serai, sebagaimana yang kita
ketahui bahwa tidak semua kalangan masyarakat dapat mengakses link tersebut
karena masih banyaknya masyarakat desa yang memiliki wawasan rendah tentang
dunia digital. Meskipun informasi mengenai anggaran dana desa sudah di

cantumkan di internet tetapi yang ditampilkan hanya secara garis besarnya saja.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam wawancara yang dilakukan, peran tokoh masyarakat menjadi peran

penting untuk menentukan kepentingan bersama, Walau rancangan pembangunan

belum terlaksanakan sesuai rencana akibat dampak covid 19. Mengikutsertakan

mendapatka ang dilakukan

oleh Pemer Transparansi

Serai Talang

Muandau Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi prinsip Transparansi?
2. Apakah pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang

Muandau Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi prinsip Akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk Mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
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keuangan pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten

Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

dalam melakukan penelitian lain dengan pembahasan yang sama atau lebih
luas.

d. Bagi pemerintah

Dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan ketebukaan akan
manajemen keuangan desa khususnya di Desa Tasik Serai Kecamatan

Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai bahan evaluasi mengenai
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pengelolaan keuangan desa di desa ini, penelitian ini berfungsi sebagai

gambaran kondisi akuntabilitas pelaksanaan.

15 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB 111
nis penelitian,lokasi penelitian,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis
data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang urain luas objek penelitian, hasil

penelitian dan pembahasan penelitian dijelaskan dalam bab ini.
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: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan temuan dan rekomendasi untuk seluruh isi
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BAB |1

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

'.‘“‘ R

pelaksanaan

dalam hal anaa \naa o an es. Tata kelola

overnance) di desa

agar desa bisa

Fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa perlu untuk dimaksimalkan agar
bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa tersebut. Agar tata kelola desa yang
baik dapat diwujudkan, harus ada peran baik antar pemerintah pusat, pemeritah

provinsi maupunpemerintah kabupaten/kota.

11
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Ada empat prinsip transparansi yang digunakan organisasi dalam kegiatannya.
Aturan berikut adalah:

a. Prinsip komunikatif, saling terkait, saling memahami, saling dimiliki

keterlibatan ini adalah kebebasan berserikat, berekspresi, dan keterlibatan
konstruktif.
1) Rule Of Law. seperangkat hukum yang tidak memihak dan diterapkan

secara konsisten.
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2) Transparency. Landasan transparansi adalah hak masyarakat yang

membutuhkan untuk segera mengakses informasi yang menjadi

kepentingan publik.

3) e ga-le a_publik ha at dan tanggap dalam

4) o atic i i e asyarakat yang

5) na mencapai
6) publik dilakukan

7) ability. a a untuk semua
8) 3 ; la asyarakat harus
blik dapat memainkan

peran dalam setidaknya tig ermasuk promosi keterbukaan,

akuntabilitas publik, dan value for money (economy,efficiency, and effectiveness).

Transparansi  berarti  keterbukaan (openness) pemerintah  dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30).
Karena proses penganggaran memasukkan tujuan dan kepentingan masyarakat,

termasuk memenuhi tuntutan hidup banyak orang, tranparansi diharapkan bisa
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memberikan keterbukaan pada pihak pihak yang membutuhkan untuk dipelajari
dan mengurangi penyelewangan dana.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi
yang berkaitan dengan kepentingan publik.secara langsung dapat diperoleh
mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi,
terjadi adanya partisipasi masyarakat,dan adanya keterlibatan masyarakat.

Karena dana itu” milik rakyat atau untuk kepentingan umum yang harus
diwaspadai oleh masyarakat, transparansi berarti pemerintah desa mengelola uang
secara terbuka. Pemerintah desa wajib memberitahukan kepada masyarakat secara
terbuka. Transparansi akan meningkatkan ‘kepercayaan dan penghargaan
masyarakat terhadap pemerintah desa.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan
daerah keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif sera dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya
transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggara pemerintah, yakni.informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan,belanja,transfer dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
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efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaponran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

muaALNAnALY

b) si pelaksanaan
oran sehingga
gendalian atas

r t,ke uk kepentingan

c) Transpe “ erbuka dan jujur

=~
X
&
S
o
=
=4
3
@
3
=

menyeluruh  atas

dipercayakan kepadanya dan Kketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

d) Keseimbangan antara generasi; (intergenerational equity). Membantu para
pengguna dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada

periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
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dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

eroleh sumber

etapkan dengan

+ 22NNt

c) < ekonomi yang

n“ -hasil yang telah
d) i 3 tas pelaporan mendanai
e) Sehubungan dengan arus pendapatan jangka pendek dan jangka

panjangnya, termasuk yang berasal dari penagihan pajak dan pinjaman,
jelaskan situasi dan kondisi keuangan entitas pelapor.

f) Memberikan rincian tentang bagaimana posisi keuangan entitas pelapor
berubah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan selama periode

pelaporan, termasuk apakah posisi tersebut membaik atau memburuk.
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Adapun Teori Indikator Transparansi menurut Krina  (2003: 17)

indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan informasi yang jelas

transparansi me A ';' enti 'h me futan masyarakat
dalam hal kepe

212 Aku

memiliki hak dan

hal ini, evaluasi pekerjaan yang diselesaikan diperlukan untuk menentukan sejauh
mana hasil telah dicapai dan teknik yang digunakan untuk melakukannya.
Menurut Mardiasmo (2009), Wali (agen) yang memiliki wewenang dan
yurisdiksi untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, memiliki tanggung
jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala tindakan sesuai dengan prinsip.
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Akuntabilitas juga merupakan instrumen berfungsi sebagai alat untuk
mengendalikan tindakan, terutama dalam hal memberikan hasil di sektor publik.

Dalam hal ini, sangat penting untuk menilai pekerjaan yang diselesaikan untuk

pelayanan ( : ‘H desa dengan
meningkatk pa ba ') Sa ‘P .L’ ang diberikan
kepadanya. me i 3 e : engan aturan yang

berlaku.

penjelasan. Berdasarkan pemahaman tersebut, semua instansi pemerintah,
lembaga negara, dan lembaga di tingkat nasional dan daerah harus memahami
sejauh mana akuntabilitas masing-masing karena yang terakhir terdiri dari
keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan misi lembaga yang bersangkutan.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21),

yaitu:
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1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)
Akuntabilitas vertikal adalah ketika pengelola dana bertanggung jawab

kepada atasan; misalnya, satuan kerja (dinas) bertanggung jawab kepada

diungkapkan
untuk piha ' terna : adis maupun secara
berkala, sebaga ajibka h undang: ] da ak bersifat opsional.

Ada dua k

kesatuan untuk mencermati segala perintah yang telah diberikan dan
dilaksanakan dengan maksud untuk selanjutnya menginformasikan kepada
masyarakat dan lingkungan.
Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan
prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1) Harus ada komitmen dari pemimpin
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2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) sasaran yang telah

4) anfaat yang

5) tor perubahan

n metode dan
tabilitas (LAN
Imer dan Mark

Tuner ( a akuntabilitas

adalah ide nya. Ini termasuk

indikator be

1)

2)

3) Kepekaan

4) Keterbukaan

5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.
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2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawabkan.

elolaan keuangan

ir bulan anggaran

1) Pengertian Keuangan

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 Keuangan desa adalah semua
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu

diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.
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Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa -merupakan rangkaian siklus. yang terpadu dan
terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan
desa diatur dan dikendalikan oleh anggaran dan didasarkan pada keterbukaan,
akuntabilitas, dan. . nilai partisipasi. Semua desa Wwajib mengamalkan dan
melaksanakan tata tertib dan prinsip pengelolaan keuangannya. Hal ini
memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan
masyarakat desa, dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan
sesuai rencana.dan mencapai tujuan desa dan masyarakat yang sejahtera.

Menurut_permendagri No 20 Tahun 2018 kepala desa adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan desa,dan mewakili pemerintah desa-dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dibantu dalam menangani
keuangan desa oleh PTPKD (Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih langsung
Pelaksana Teknis). Sekretaris desa, ketua seksi, dan.bendahara adalah tempat asal
PTPKD.

Sekretaris desa bertugasbertanggung jawab untuk membuat dan
melaksanakan anggaran desa, memantau kegiatan yang menimbulkan biaya
APBDes, serta menyusun dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban sebagai
bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Beliau juga menjabat sebagai

koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan.
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Kepala seksi merencanakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi
kewenangannya, bekerja sama dengan perangkat desa untuk melaksanakan

kegiatan yang  ditetapkan dalam anggaran desa, melaksanakan tindakan

memperta : : dan pengeluaran
pendapatan

2)
keuangan desa : : p puti  perencanaan,

pelaksanaan, g e ~pela an perta 1 pan keuangan desa.

Pengelolaan Kkeue _me ggunakan sistem

1. Perencanaan

a.  Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b.  Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB

Desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun.
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c. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

d.  Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa

2.

i pelaksanaan
anggaran d desa berfungsi
sebagai saluranbagi se su _. : terkait dengan
pelaksanaan awarkan layanan
perbankan, p ua pengeluaran
maupun pend oleh dokumentasi

Q@ - keuangan desa menurut
Permendagri No. 20 Tahun 2 .
a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank

yang bupati (walikota)
b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur

keuangan.
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c. Rekening kas desa dibuat di masyarakat terdekat oleh pemerintah desa

dengan sampel kepala desa dan laporan keuangan bagi masyarakat yang

belum memiliki akses layanan perbankan.

PP sebagaimana

arang/jasa secara

melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.
Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran
bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
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Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan
Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menjadi indikator
dalam penelitian ini, yaitu :

a. : angan dila oleh : an sebagai pelaksana

menggambarkan Kinerja Se . D timbangkan ketika membuat

keputusan keuangan.
Pelaporan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas,wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

a.  Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester

pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) laporan
pelaksanaan APB Desa; dan (b) laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

aporan terse : nana dimaksud dalam

. @ |
sp bl IS Yot 18

nggt

cara mengg

pendapatan dan

penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas kelompok: (a) pendapatan asli desa; (b) transfer;

(c) pendapatan lain.

2. Belanja
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Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa

J kembali atau

&
éﬂ aran berjalan
Vel

akuntabilitas dan transparansi.
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METODE PENELITIAN

gabungan, ana F: rsife d : enelitian kualitatif

lebih mene
Jenis penelitian yang dipakai dalam adalah Deskriptif
Kualitatif. enelitian  deskriptif ku: enelitian yang

dilakukan secara i S Us sampai penelitian ini

selesai.

3.3  Definisi dan Pengukura
3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD
dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2021 : 48). Pemerintah desa diwajibkan untuk
menyampaikan informasi-informasi mengenai APB Desa secara terbuka kepada

masyarakat.

30
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Indikator Transparansi menurut Krina (2003: 17) Berdasarkan teori
indikator -indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi

No | Indikator

1 | Penyediaan informasi yang. jelas

2 | Kemudahan akses informasi

3 | Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang

dilanggar atau permintaan untuk membayar suap
4 | Meningkatkan arus, .informasi- melalui ;kerjasama dengan media
massa dan lembaga non pemerintah.

Pengukuran transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

Tabel 3. 2 Pengukuran Transparansi
No Indikator
1 Kesepakatan di lakukan oleh BPD bersama masyarakat, dan
melakukan musrengbangdes di desa.
2 kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.
3 pembukuan arus kas masuk dan keluar memuat semua informasi
yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang di
dukung oleh bukti yang-legkap dan sah.
4 kepala desa menyampaikan faporan pertangungjawaban realisasi
APB Desa kepada buapati/walikota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran.

Dengan bantuan indikator-indikator tersebut di atas, jelaslah bahwa
transparansi  merupakan  instrumen penting. untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas. pengelolaan keuangan desa dapat
dikatakan Transparansi atau tidak dan akuntabilitas, jika telah sesuai berdasarkan
teori diatas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang akan dibahas di bab
berikutnya untuk memperkuat penelitian ini, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)

3. Belum Terjadi (BT)
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3.3.2 Akuntabilitas Pengukuran Keuangan Desa
Akuntabilitas merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas

pengelolaan sumber daya untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan-

kegiatan yang te eriodi
i i n almer dan
Mark T WM:QQW kuntabilitas
N i
merupakal s& ili trumen untuk
mengukur di e
y - —
1| Legiti ara pembuat kebijakal
2 | Ke oral ya emad
3| Ke =g | =
4 | Ket a — —
5 | Pemanf be
6 | Upa atan
o D
| SKANBAR _
Apabil an seca ernyataan diatas
mengenai pera h nan pemerintahan,
o L]
khususnya di tingka i mperhatikan pernyataan
tersebut di atas. Karena ra terli lam memilih kepala desa dan

kepala pemerintahan daerah.
Pengukuran Akuntabilitas berdasarkan teori diatas dan Permendagri No.
20 Tahun 2018:

Tabel 3. 4 Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan
No Indikator

1 | Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
yang di anggarkan dalam APB Desa.
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2 | Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rangcangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB
Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.

3 | Rancangan APB Desa yang telah disusun meruapakan bahan penyusunan
peraturan desa tentang APB Desa.

Tabel 3. 5 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan

No Indikator

1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada
bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

2 Rekening kas desa dibuat oleg pemerintah desa dengan spesimen tanda
tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Tabel 3. 6 Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan
No Indikator

1 Penatausahaan keuangan- dilakukan oleh kaurkeuangan sebagali

pelaksa fungsi kebendaharaan.

2 Penatausahaan dilakukan dengan mencatat Setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam buku kas umum.

3 Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Tabel 3. 7 Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan
No Indikator
1 | Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2 | Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan
realisasi kegiatan.
3 | Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh

laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
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Tabel 3. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pertangungjawaban

No Indikator

1 | Kepala desa menyampalkan laporan pertanggungjawaban realisasi

peneliti dari perangkat desa langsuing yaitu kepada kepala desa, sekretaris,

bendahara,atau dengan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat
desa tasik serai dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan
mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di

Desa Tasik Serai.
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No Nama

Keterangan/Status

1 | Martua panjaitan

3.5

efektif, memastikan bahwa hasi

item yang diperiksa.

Tokoh masyarakat

dari penelitian
di Desa Tasik
ktur organisasi

belanja desa,dan

etika mengkarakterisasi lingkungan

Berikut Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah:

1. Wawancara penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri dan ditujukan

kepada bendahara dan Sekretaris kantor desa Tasik Serai Talang Muandau

Kecamatan Bengkalis.
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. Dokumentasi pada penelitian ini adalah langkah pengumpulan data dengan

memfotocopy dokumen yang diterima dari kantor Desa Tasik Serai.

Teknik Analisis Data
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

kemerdeka 051 Deng rikan Kketika
pemukiman Tas g A : : ak dan sekretarinya
Kerani Has: ari tahun 1930 hingga 1€ eh penghulu sodih
dan sekreta A Hasa ahun Jipimpin oleh Hasan
Cuan dan sekretari ; 3 ) O epala Desa Al
Banim Hasa
menjabat sebaga ri r.en n sebelum digantikan
oleh Al Baen,

Pada tahu ' ] Vtﬁbu a Tasik Serai pada pulau

Tembosu/km68. Kareng ..ﬂ’ ur dari Tasik Serai, maka

ildya s
CCTRR R
didirikanlah sebuah pemukima ama Tasik Serai Timur. Kemudian,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat itu diketuai Nordin, Sag,
mengangkat pejabat sementara (pjs). Pjs Atan Muizar kemudian terpilih.
Desa Tasik Serai dijalankan oleh PJS Al Baen, Hasan, dan Asrialdi dari
tahun 2005 hingga 2007. Umar, kepala daerah, dan Al Baen, sekretarisnya,
mengunjungi H. 2007 hingga 2013 adalah istilah resmi. Kemudian, pada 26

Oktober 2010, Erwan, S.Sos, mengambil alih sebagai sekretarisnya.

38
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Desa Tasik Serai berasal dari kata tasik yang diartikan sebagai puang yang
berarti danau dan serai yang berarti dari pohon serai. Pohon serai ini ditermukan

ditengah danau dan dijadiakn penamaan ole orang-orang tua terdahulu dan

tokoh masye arul T ' memperluas desa
karena uku Ser IS b sa Tasik Serai

Barat karen ‘ [ rat dari Des: : duk dan memiliki

ilih satu kepala
desa, RUSLA

4.1.2 Profil

Setelah ini  dibentuk
kecamatan Talang N ata yang penulis peroleh
karena profil kecamatan *mbuatan. Di Pulau Sumatera

Talang Muandau merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi
Kabupaten Bengkalis. Memiliki luas 158.085,46 km/ha, sembilan permukiman
dan jumlah penduduk sekitar 27.784. Serta memiliki batas-batas wilayah yaitu:

a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bandar Laksamana

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

40

c) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pinggir dan Kecamatan
Bathin Solapan

d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak

ing-masing

ah ditingkatkan

tempat Anda
akan menemuk ik Se rat. Desa Tasik Serai merupakan salah satu dari
sembilan desa : ecamata lang Muand pupaten Bengkalis

dengan luas wila ‘ elurahan, 12 RW dan 35

perjalanan ke sana. Sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

publik dari pemerintah di Tasik Serai Barat karena jalan desa yang masih berupa

tanah, terutama pelayanan administrasi
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4.1.4 Pertumbuhan Penduduk Desa Tasik Serai
Jumlah penduduk Desa Tasik Serai tahun ini sejumlah 7173 (tujuh ribu

seratus tujuh puluh tiga) jiwa , 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua)

k

%
ﬁ

SOEh 2 b

Jumlah kepala 1596 KK
keluarga tahun ini
Jumlah kepala 24 KK 1513 KK

keluarga tahun lalu
Persentase 5.78% -12.5%
perkembangan
Sumber data: Tasik serai dalam angka, Tahun 2020

4.1.5 Kondisi Pendidikan dan Mata Pencaharian di Desa Tasik Serai
Jumlah lulusan SD dan SMP mendominasi angkatan pertama. Hal ini

dicapai melalui pendidikan gratis yang disponsori oleh Pemerintah Kabupaten
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Benkalis, memastikan bahwa mereka yang ingin pergi ke sekolah tidak perlu
membayar uang sekolah untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan 9 tahun, baru

m}-\“ .& engah bagi siswa.
¢ \&NQ!_@ENWIW@

diandalkan

Tingkat pe

adalah:

Persentase

0,24%
0,28%
0,11%

0,21%

0,15%

0,002%

Jumlah penduduk sedang S1 23 orang 0,006%

Jumlah penduduk tamat S1 13 orang 0,003%

Jumlah penduduk S2 2 orang 0,0005%

Total 3.983 orang

Sumber data: monografi desa tasik serai tahun 2020
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Berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan, terlihat bahwa mayoritas
penduduk Desa Tasik Serai hanya mengenyam pendidikan formal, dengan
pendidikan dasar mencapai 0,28 persen dari jumlah penduduk, pendidikan
SMP sebesar.0,21 persen;.dan lulusan.SMA sebanyak 0,15 persen dari
populasi Yaitu di tamatan S1 ada 0.003% dan tamatan S2 sejumlah 0,00005%
(terlampir).

Tabel 4. 3 Struktur Mata Pencaharian di Desa Tasik Serai

No Nama Pekerjaan Jumlah Persentase
1 Pegawai negeri sipil 7 orang 0,001%
2 Guru swasta 48 orang 0,01%
3 Bidan swasta 1 orang 0,0002%
4 Petani 1470 orang 0,30%
5 Buruh tani 965 orang 0,2%
6 Nelayan 1040 orang 0,21%
7 | Karyawan perusahaan swasta 59 orang 0,01%
8 | Karyawan perdagangan hasil 18 orang 0,004%

bumi
9 Buruh perdangan-hasil bumi 183'orang 0,04%
10 Nelayan 1040 orang 0,21%
Total 4831

Berdasarkan daftar tabel data diatas teridentifikasi, bahwa di Desa Tasik
Serai jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan

peternakan 0,30% dari total jumlah penduduk:

4.1.6 Visi dan Misi Desa
“Mewujudkan Desa Tasik Serai Maju, Mandiri, Berbudaya dan
Sejahtera di Kabupaten Bengkalis”
a. Misi
b. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan tertib.

c. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai
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d. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa

b. Tujuan

a. Terjadinya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani

44
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4.1.7 Struktur Pemerintahan Desa Tasik Serai

Gambar 4. 1 Struktur Desa

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DESA
TASIK SERAI KECAMATAN TALANG MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS PROVINSI RIAU

KEPALA.DESA
Y \ . SABAR MANURUNG

BPD
(BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)
SEKETARIS DESA
EDIMAS, S.Sos
KEPALA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI |
SEKSI KESEJAHTERAAN PELAYANAN KEPALA KEPALA URUSAN
PEMERINTA YUNDA IRMA YULIS, S.E URUSAN UMUM KEUANGAN
NURHAYATI SURYADI
KEPALA DUSUN | KEPALA DUSUN Il KEPALA DUSUN 1 KEPALA DUSUN IV KEPALA DUSUN V
SEGERONGGANG BERINGIN BAGAN BENIO SUNGAI BULUH JAMBU WANGI
ZULMAN HADI, S.pd AZWIR SYAHPUTA, S.Sos JOHARIS ASRI. J MARNASIP MARULL, S.H

Dari bagian struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Desa
Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan desanya dan melaksanakan
tugas pemerintahan. Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah
desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

b. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)
Badan Permusyawaratan Desa yang sering disingkat BPD adalah lembaga

perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD
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mempunyai tugas Yyaitu menggali aspirasi masyarakat, dan menampung
aspirasi masyarakat serta mengelola aspirasi masyarakat.

c. Sekretaris Desa

d.
satu wilayah
usun dan satu
4.2
sil penelitian di
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Maka penulis dan Akuntabilitas
Pengelolaan Ke Tasik Serai dalam

4.2.1 Transparansi Pengelolaa angan Desa pada desa Tasik Serai
Kecamatan Talang Muandau Kabupaten bengkalis
Transparansi adalah keterbukaan yang memberikan akses dan pengetahuan
terbaik kepada masyarakat tentang keuangan desa. Dengan transparansi, dapat
dipastikan seetiap orang memiliki akses atau kebebasan informasi tentang

bagaimana pemerintah beroperasi: pengembangan dan implementasi kebijakan,

dan hasil yang dicapai..
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Adapun teori indikator menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari

Transparansi adalah sebagai berikut :

Ketera

masyarakat, dan
melakukan
musrengbangdes di
desa

musrengbangdes
dan mengadakan
rapat setiap ada
kegiatan yang akan

ngan
No Hasil Sesuai
Wawancara/Doku (S)
men Belum
sesuai
(BS)
Belum
Terjadi
(BT)
1 | Kesepakatan di lakukan | Dokumen | Di desa tasik serali
oleh BPD bersama telah melakukan S
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dilakukan di desa

(lampiran 2)
Kepala desa Kepala desa- tasik
menyampaian informasi serai telah

mengenai APB Desa

v

\\\\\\\\

Desa yang di dukung

)

Kepala
Desa Tokoh

menginformasikan

pelanja dan
didukung oleh

oleh bukti yang lengkap bukti.
dan sah
Kepala desa Kepala Desa Tasik

menyampaikan laporan

pertanngungjawaban
realisasi APBdesa

kepada bupati/walikota

melalui camat setiap
akhir tahun anggaran.

Kepala
Desa

Serai
menyampaikan LPJ
realisasi APBD
kepada Camat.
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang telah
dipaparkan diatas pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa bagian transparansi terhadap

pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai telah sesuai dengan Teori

Qﬁl{ﬁ%ms seperti ;?j

dan pada taha

Namun di

Gambar 4. 2 Papan Pengumuman

Sumber : Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau kabupaten bengkalis
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Berdasarkan indikator pengukuran transparansi yang telah disajikan diatas
maka dapat disimpulkan bahwa Desa Tasik Serai terhadap pengelolaan keuangan
desa dapat dikatakan transparan. Namun, dalam penyediaan media
pertangungjawaban pemerintah-belum dapat.melihat laporan.pertanggungjawaban
yang telah disediakan oleh desa, dan begitu pula pihak desa tidak ada melakukan
pembaharuan terhadap media informasi| tersebut, sehingga tidak adanya papan
informasi ‘atau papan pengumuman yang menyediakan informasi mengenai kas
keluar dan kas masuk dan juga tentang kegiatan desa yang sedang dijalankan

dalam hal pengelolaan keuangan desa.

4.2.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pemerintahan desa
Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Menurut David Halmer dan Mark Tuner (Manggaukang Raba 2006: 115)

mengemukakan akuntabilitas..merupakan suatu’, konsep yang kompleks dan

memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator seperti :

Tabel 4. 6 Indikator Akuntabilitas

No Indikator Akuntabilitas

Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Keberadaan kualitas moral yang memadai

Kepekaan

Keterbukaan

Pemanfaatan sumber daya secara optimal

OO~ WIN -

Upaya peningkatan efesiensi dan efektivitas

Untuk mengukur Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik
Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis peneliti menggunakan
Teori Akuntabilitas menurut (Manggaukang Raba 2006: 115), dan menurut
Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas

yang terdiri dari berbagai indikator-indikator sebagai berikut:
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Perencanaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 menyatakan

“perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan

sesuai (S)
Belum sesuai
(BS)belum
terjadi (BT)
1
S
2
S
pemerintah  dese
pada tahun
aggaran yang di
anggarkan dalam
APB Desa
3 | Rancangan Rencana
APBDesa  yang APBDesa
dilakukan/ disusun merupakan bahan S
merupakan bahan penyusunan
penyususunan Bendahara | peraturan  desa
peraturan desa tentang
tentang APBDesa. APBDesa.
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4 | Sekretaris  Desa
mengordinasikan Sekretaris  desa
rancangan mengoordinasika
APBdesa n penyusunan S
berdasarkan RKP APBDesa sesuai
Sekretaris 3

iti yang telah

penulis akuntabilitas

WARA

pengelo encanaan telah

sesuai den endagri No 20

WAL

tahun 2

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Teori (Manggaukang Raba 2006: 115),dan menurut
Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 yang mengatakan bahwa
“pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pemerintahan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank

yang ditunjuk Bupati/Waliota”.
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Tabel 4. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan

Keterangan
Sesuai (S)

n@“‘ ]., “ “‘-“1.'@‘“ G a. N belum

esuai (BS)

“‘ _bel_um
' 4

juga belum sesuai dengan teori akuntabilita menurut (Manggaukang Raba 2006:
115), yang yang dimana penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan
melalui rekening kas desa melainkan menggunakan rekening giro dan buku cek
untuk melakukan penarikan dana desa. Tetapi terkait buku cek tersebut tidak
diberikan oleh pihak desa karena bendahara dan kepala desa mengatakan untuk

lampiran buku cek tidak bisa diberikan itu adalah privat desa.
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Penatausahaan
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Di Desa Tasik Serai secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No

20 tahun 2018 “penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

oleh bend

dan buku bz

RALN

N NERNY

Keterangan
sesuai (S)
No belum sesuai
(TS) belum
) terjadi (BT)
1 sahaar
S
2 | Penatausahaan
dilakukan S
dengan mencatat jeluaran dan
setiap Dokumen | penerimaan pada kas S
penerimaan dan umum yang dapat dilihat
pengeluaran pada: buku kas umum
dalam buku kas (Lampiran tahun
umum. 2019/2020)
3 | Pencatatan pada Pencatatan buku kas
buku kas umum | Dokumen | umum ditutup setiap akhir
ditutup setiap tahun yang dapat dilihat S
akhir tahun. pada (lampiran buku kas
umum).
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah
disajikan pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas penatausahaan

pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau

dah dilakukan oleh

dilihat pad

d. Pelapo
Pelaporan pengelc ' dagri No 20

tahun 2018 yang atakan,ba « € laporan

pelaksanaan APB.D orta § kota melalui camat

Keterangan
sesuai (S)
No Indikator informan | wawancara/Dokumen | Belum sesuai
(BS) Belum
Terjadi (BT)
1 Kepala desa
menyampaikan Kepala desa
laporan pelaksanaan dan Kepala desa tasik serai S
APB Desa semester | bendahara telah menyerahkan
pertama kepada laporan pelaksanaan
bupati/wali kota kepada camat.
melalui camat.
2 | Laporan tediri atas Dokumen Laporan realisasi
laporan pelaksanaan pelaksanaan anggaran
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APBDesa dan pemdapatan dan
laporan realisasi belanja desa S
kegiatan. pemerintah desa tasik

serai tahun 2020 dan
data dilampiran.

3 Kepala desa
menyusun.daporan Kepala Desa
dengan menyusun laporan
menggabungkan Kepala desa dengan
seluruh laporan Bendahara menggabungkan BS
paling lambat semua laporan namun
minggu kedua bulan tidak/tepat pada
juli tahun berjalan. minggu kedua bulan

Juli tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada tabel 4.10
diatas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan desa di Desa Tasik
Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam hal pelaporan
belum sesuai dengan teori akuntabilitas dan belum sesuai dengan peremendagri no
20 tahun 2018, yang dimana kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan APB
Desa kepada camat. Namun:dalam hal pelaporan‘realisasi pemerintah desa tidak
dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang
dikarenanakan oleh adanya keterlambatan pencairan dana desa dari pusat kepada
desa sehingga terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang
akibatnya rencana penggunaan ‘dana“desaterhalang dan tidak sesuai dengan
rencana pelaksanaan APBDes..

e. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 bagian pertanggungjawaban

“kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun”.
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Tabel 4. 11 Pengukuran Akuntabilitas pertanggungjawaban

No

Keterangan
sesuai (S)
Belum
sesuai (BS)

Belum
terjadi
(BT)

1
S
2
S
3 | Laporan ;
pertanggungjawaban , Realisasi
berisikan laporan Pelaksanaan Anggaran
keuangan yang terdiri Pendapatan dan
dari laporan realisasi Belanja Desa (APBD)
APBDesa dan catatan Pemerintah Desa Tasik
atas laporan keuangan, | Dokumen | Serai Tahun 2020 S
laporan realisasi Lampiran :
kegiatan, dafttar Laporan Realisasi
program sektoral, APB Desa Tasik Serali
program daerah, dan Tahun 2021
program lainnya yang
masuk ke desa.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah

dipaparkan pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas

pertanggungjawab engelolaan keuan asik Serai Kecamatan

“‘ "! !]\‘R)\“ .b vaban telah

Tahun 2018

kepada ca ggungjawaban

SNARAE

dapat diliha aan Anggaran

Pendapatan poran Realisasi
APBDesa.
Berd

diatas maka

;‘t\%\\‘i\

=
=
=
=4
e
S
>
Q
£
“%‘
-
o
D
Q
=
Z
o
N
o
_|
D
=
c
=

dikatakan tid

pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, untuk akuntabilitas pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai dalam hal pelaksanaan belum sesuali
dengan Teori Akuntabilitas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana
pengeluaran dan penerimaan dana desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa
melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan pencairan/penarikan dana

desa.
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BAB V
PENUTUP

Simpulan

p—

Serai Kecamatan Tala

kel gan desa di Desa Tasik
abupaten Bengkalis belum sesuai
dengan teori akuntabilitas dan belum sesuai dengan Permendagri No. 20
Tahun 2018 yang dimana pengeluaran dan penerimaan desa tidak
dilakukan melalui rekening kas desa melainkan hanya menggunakan
buku cek untuk melakukan penarikan dana desa.

Dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku yang dimana, kepala desa Tasik Serai

59
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tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan
juli yang diakibatkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pusat

sehingga desa Tasik Serai terhalang dalam hal pengelolaan keuangan

pengumuman

di desa dalam

Diharapkan kepada pemerintah Desa Tasik Serai agar kedepannya
semoga bisa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku.

2. Untuk hal Transparansi di Desa Tasik Serai

Pemerintah Desa Tasik Serai supaya lebih teliti dalam penyediaan

informasi khususnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dan
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lebih memperhatikan lagi tentang informasi-informasi yang harus

disampaikan kepada masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang

berlaku.
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